KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Soal tambahan ongkos haji, DPR nggak sreg pakai APBN

: Minggu, 19 April 2026
: Rakyat Merdeka
:1dan6

S0l Tambahan Ongkos Hal

DPR Nogak Sreg Pakal APBN

BIAYA Pen yelmggardan [hadal

Haji (BPIH) 2026 membengkak Ti
imhas konflik di Timur Tengah,
Tambahan anggaran yang dibu-
(ubkan mencapai Rp 17 riliv
Untuk menambal kekurangen ini
DPR Kurang see ik mengunekan
dna APBN

Peninghatan ongkos haf inf i

sebabkan kenakan harga avtur do

i yang gil-gilian sejak perang i

Timur Tengah ber ldngaung. Selain
i, ad potens e rle e
bangan enjad e panjang e

. menghmdan fmant aerab konflk

Dartkondisi . kesnudian muncul
Wit gar hekurengan anggaran
ersebut difutup dengan dang- der
APEN. Kelua Komisi VIIT DPR

Marwen Dasopang urang seuju

Oergan wacana . Diamengusulkan,

agar hekurangen i diulp dengan
skenni heuangan in,

Marwan beralasan jika memaka
APBN, prosesnya amat panjang,
sementard, penerbangan jemaah
Aj Inconestasudah dimula pekan

epan.
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“Kalau dari AP BN prossdurnya pan
jJang. MMulai dibahas di Komisio laloa di
BadanAaangmaran (Bangear) .” kata hlar
wean. dalamy acara MMajelis Ukhuwwah
BEFPKH di Jakarta, Jurmat 0 772002060

Karta MMarmwan., Homisi WIII DPR
telabh membahas sejumlah alternarif
pendanaan untuk menutup ambahan
biava haji. Termasuk melalui skerna ke
LEIN AN T di luar AFEM. “Bukan
diamkbil dari ATPEBMN, tapi diambil dari
keuangan negara. Keuangan negara
bisa APEMN. bisa juga dari yang [ain.
arau Danantara,” acap polivisi PREE ind.

Beferuarutrmea . permmpunaean ara i hoar
APBEN el fleksibel, Tidak peclu rcsdse
Undang- Undang (LD AJPRPBEM maupuan
pernerbitan Peramran Pemeerintal Pengg:
gant Lindang Undang {Perppal .

Mlengenai kermungkinan menggunsa
kan dana dari Badan Pengelola Keua-
ngan Haji (BPE.H). kata MMarwean, perbe
dipertimbanglkan dengan hati-hati. Se-
bab. berpotensi mengeerus nilai nan
faat yvang seharmsnwva diterima jemaah
haji periode berilotmeea.

LUnmuk 20246, nilai manfaar pengelo
laan dana haji vang telah dialokasikan
mencapal sekitar Rp 4 mriliun. Balaws
ditambab Rp 1.7 wriliun., berani totalnawwa
menjadi Rp 5.7 riliun. Kondisi ini.
wang menurat Marwean, berpotensi
merrouranei nilai manfaar unoul jermasaly
haji pericde berikumsa

“Halau dibebankan ke BPFEH., kit
hams rapar lagi di Fooisi WD antak
mengubabh BPIH. Dan it akan menge
serus uang jemaah.” terangneya.

Selain i, lanjut Marean, FEomisi
WITE juga berupaya keras mermastilkan
tarmbahan biaya haji tak dibebankan ke
paada jermaah. Inid sesuai arahan Fresiden
Prabowo Subiantoo. Y Presiden Praboseso
Subianto suwdah mennvarakan tidak boleh
dibebankan kepada jamaah,” vcapnya.

Sebelummmya. hlenteri Haji dan Uncalkh

Mochamad Irfan wusuf mengungkap

kan., biaxa haji berpotensi naik besar
rergantung skenario rute penerbangoan.
Kenaikan tersebut dipicua aoleh tidak
armannya penerbangan ke Timuar Tengah
dan penutapan Selat Hormoes yang meen

dorong lonjakan barga astar global sema
memperpanjang durasi penerbangan.

Irfan maenyebu, Garada Indonesia
menyatakan ada porensi penambahan
wako penerbangan haji hinggma 42 jam
dJika menggunakan ruce altermative. Hal
ini berdampak pada tambaban kebu
tihan awvour hingga 12 ribu con.

Caruda Indonesia pun mengusulkan
mambahan biayva sekitar Rp 7.9 juta per
gJemaah melaluil surat resmi kepada
Pemerintah. Sementara. Saudi MAdrlines
mmuengusulkan tambahan schesar 450
dolar A5 per jemaah atan sekitar Rp 7
duta-Ep & ot

Selain harga awviur, fluktuasi nilai
Mmiata - wang juga menjadi penvebalb
Biava haji 2026 mengalami kenaikan
signifikan. Scecarn kesclhumiban, Ciarnada
Indonesia mengusulkan kenaikan biaya
hinggza B 974 8 nuliar dan Sauadi Adr-
lres Fp 802 % miliar

“Secara agreomar. oodal biava melonjak
dart Bp Goe9 rilivn menjadi Ry H.440
riliun atau meningkas BRp 1,77 rilion, ™
wujar Irfan.

Lintuk mengatasi perscalan ini.
FPemerintah rengah mencari alternacif
pembiavaan vang sesual peraturan peer
undang - undangan. Kejaksaan Mpung
(Klejagung) dilibatkan untuk memasti
kan legalitas sumber pembiayaan.

“Muda beberapa alternatif, semuoanya
siap. Tinggal koordinasi kami dengan
Kejaksaan Agung erkait starus dan
legalitas sumber pembiavaan.” jelas
Irfamn.

Sama seperti DPR. Irfan juga mens
kankan, kenaikan ini tidak dibebankan
kepada jemaab bhaji. " MJdhamdolillah
Presiden telabh menegaskan lonjakan
Biava ini jangan dibebankan kepada
gJemaah,” terangnyva. m A
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